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MOTTO

Tidak dapat diingkani adanya perubafian hukum lantaran berubafinya
masa.

(Qaidah Fighiyah)

Apa yang tidak dapat ditegakan oleh A[L-Qur'an, maka harus ditegakan
dengan Rekuasaan.
(Ustman ibnu ‘Affan) z
Apakah kamu mengira bafrwa Ramu akan masuk surga, padahal belum
datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnyaorang-orang terdahulu
sebelum kamu? Mereka ditimpa olef malapetakg dan Resengsaraan, serta
digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah rasul
dan orang-orang beriman bersamanya, ‘Bilakah datangnya Pertolongan
Allah?" Ingatlah, sesungguhnya Pertolongan Allak itu amat dekat.
(Q.S. Al-Bagarah (2): 214)

Jujurlah dalam mengadakan pencarian,, pasti pertolongan akan datany.
(Tmam 16mu al-Qayyim)

Ilmu adalah memindahkan dari fuar ke dalam fiwa sosok sesuatu yang
diketahui, sedangkan amal adalah memindahkan sosok ilmu dari fiwa
keluar.

(Imam Ibnu al-Qayyim)

Demi masa, sesungguhmnya manusia itu benar-benar berada dalam Rerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, serta nasehat-
menasefati supaya menaati Rebenaran dan nasehat-nasehati supaya

menetapi Resabaran.

Q.. AL Askr (103): 1-3)



ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-
badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahakamah Konstitusi. Sedangkan dalam
ketatanegaraan Islam, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan
Madzalim dan Qadhi Al-Qudhat.

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia hanya menjalankan fungsi
- peradilan. Akan tetapi, lembaga-lembaga peradilan dalam Islam, gelain berfungsi
sebagai lembaga peradilan, juga berfungsi sebagai lembaga yang menangani
urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji dan tunjangan
sosial, mengawasi harta wakaf, dan lain sebagainya. Bagaimanakah lembaga-
lembaga peradilan tersebut menjalankan fungsinya dan mendistribusikan
wewenangnya diantara sesama lembaga peradilan, serta apakah persamaan dan
perbedaannya.

Penelitian ini mengkaji tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif
Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam, maka
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif sosio-historis, dengan metode analisa diskriptif dan komparatif.

Berdasarkan analisis perbandingan kekuasaan kehakiman dalam perspektif
hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam, maka dapat
disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh
embaga-lembaga peradilan yang menjalankan fungsi peradilan. Sedangkan dalam
perspektif hukum tata Negara Islam, selain melaksanakan fungsi peradilan,
lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman juga melaksanakan fungsi lain
di luar fungsi sebagai lembaga peradilan.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman yang diterapkan saat ini tidak jauh
berbeda dengan sistem kekuasaan kehakiman pada masa awal pembentukannya.
Hanya masalah independensi kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan
yang melaksanakannya saja yang merupakan dobrakan baru dalam sistem
kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan mengenai pendistribusian
wewenang dan fungsi lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di
Indonesia tidak mengalami perubahan, kecuali keberadaan Mahkamah Konstitusi
yang merupakan hasil dari kebijakan dan adanya pembaharuan di bidang
kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, system kekuasaan kehakiman dalam
perspektif hokum tata Negara Islam yang dimaksud dalam penelitian ini, ternyata
pada masa sekarang tidak terdapat lagi penerapannya secara utuh, kecuali oleh
Arab Saudi yang masih bercorak monarki murni, sekalipun negara-negara tersebut
menyatakan secara jelas di dalam undang-undang dasar negaranya bahwa Islam
sebagai agama Negara.
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammabh ditulis t atau h.
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H. Kata Sandang Alif + Lam
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.' Sebagai konsekuensi suatu
negara hukum, maka Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi
prinsip-prinsip Negara Hukum, salah satunya adalah prinsipeperadilan yang
bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.” Oleh karena itu, prinsip lain yang juga dianut oleh Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya adalah adanya
jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
bukom ARl

Menurut suatu aliran kesejahteraan (Van Savigny), hukum merupakan
sesuatu yang tumbuh dan berkembanga di masyarkat, seiring dan sejalan
dengan berkembangnya pergaulan atau interaksi masyarakat. Namun, tidak
dapat dipungkiri bahwa di masyarakatpun hukum lahir karena adanya

kekuasaan, dari perbuatan penguasa, dan sebagai salah satu produk kekuasaan,

! Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3). Menurut Drs. E
Utrecht Aukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat
dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

o

. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 24 ayat (1).

* Bab 1 (Ketentuan Umum) Penjalasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



seperti prinsip kaum borjuis (Bentham, dan lainnya).* Jadi hukum bukan
hanya suatu bentuk kegiatan kekuasaan, melainkan suatu fungsi kekuasaan.

Dalam hal kekuasaan kehakimz;n, dengan adanya perombakan dan
perubahan sistem peradilan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945
menunjukkan semangat kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya pasal
24 ayat (1). Artinya, hukum dan kekuasaan merupakan partner yang
mempunyai kedudukan yang sejajar, bukan hubungan sebz;b akibat seperti
yang disebutkan oleh aliran positivié (Bentham).

Demikian pula dalam ketatanegaraan Islam, kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka. Artinya, pihak-pihak yang bukan
merupakan ahli dalam bidang hukum atau pihak yang ingin turut campur
padahal ia tidak mengetahui apapun tentang hukum tersebut, tidak dibolehkan
secara syara’ untuk turut campur dalam peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang akan ditanggung oleh
pihak-pihak yang sedang berperkara.

Dalam rangka penegakan hukum, lembaga yang berfungsi
menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah
Peradilan Madzalim dan Qadhi Al-Qudhat. Akan tetapi, selain berfungsi
sebagai lembaga peradilan, pejabat madzalim juga berwenang terhadap
urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji dan
tunjangan sosial, mengawasi harta wakaf, dan memperhatikan pelaksanaan

ibadah lahiriyah yang menjadi hak-hak Allah (sepeti shalat jum’at, shalat hari

* Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005),
him. 4



raya, ibadah haji, dan jihad). Sedangkan di Indonesia, M—msan tersebut
ditangani oleh lembaga tersendiri di luar lembaga peradilan. Bagaimanakah
lembaga-lembaga  peradilan tersebui menjalankan  fungsinya dan
mendistribusikan wewenangnya diantara sesama lembaga peradilan. Serta
bagaimana pebedaan kedua sistem kekuasaan kehakiman, padahal keduanya
mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakan hukum dan keadilan.

Adanya persamaan bahwa pada kedua sistem kene'garaan tersebut
terdapat lembaga-lembaga yang ménjalankan kekuasaan kehakiman, namun
dalam pelaksanaannya terdapat berbagai perbedaan, seperti perbedaaan fungsi
dan distribusi wewenang, membuat penyusun tertarik untuk meneliti apa saja
perbedaan fungsi tersebut dan bagaimanakah lembaga-lembaga tersebut
mendistribusikan  wewenangnya. Pa&hal seharusnya lembaga-lembaga
pelaksana kekuasaan kehakiman hanya berwenang menangani masalah
peradilan. |

Selain itu, ternyata sistem kekuasaan kehakiman yang dijalankan pada
masa awal sejarah ketatanegaraan Islam ternyata pada saat ini tidak lagi
diterapkan secara utuh oleh negara-negara yang dalam Undang-Undang Dasar
negaranya menyatakan bahwa Islam adalah agama Negara. Bahkan ada
indikasi bahwa negara-negara Islam tersebut juga menjadikan system hokum
lain sebagai sumber hukumnya, termasuk sister;l hukum Barat yang jelas-jelas
pernah dan mungkin sampai saat ini masih menjadi musuh dari negara-negara

muslim.



B. Pokok Masalah
Skripsi ini membahas tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman Dalam
Hukum Tata Negara Indonesia dan Huku;n lata Negara Islam. Secara rincli,
rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dari skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1) Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman, baik dalam
Hukum Tata Negara Indonesia maupun Hukum Tata Negar; Islam;
2) Adakah persamaan dan perbedaan fungsi dan wewenang kekuasaan -
kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara

Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

| Sistem baru yang dianut oleh hukum tata Negara kita, yaitu sistem
pembagian kekuasaan dan check and balance telah menuntut perubahan arah
ketatanegaraan kita dari parlemen menjadi penganut Trias politika. Oleh
karena itu, perlu adanya:mekanisme baru dalam memutus sengketa yang
terjadi diantara lembaga-lembaga vang memiliki kedudukan yang sederajat,’
termasuk lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman,
yaitu Mahkamah Agung dan empat lembaga peradilan yang ada di
bawahnya (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha

Negara, dan Pengadilan Militer) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

3 Siti Fatimah, Praktek Judicial Review Di Indonesia, cetke-1 (Yogyakarta: UII Press,
2004), him. 91.



Berkaitan denéan hal tersebut, penyusunan skripsi ini bertujuan
untuk:
a) Mengetahui fungsi dan wewenz;ng kekuasaan kehakiman, baik dalam
Hukum Tata Negara Indonesia maupun Hukum Tata Negara Islam;
b) Mengetahui persamaan dan perbedaannya.
2. Kegunaan
Dari tujuan tersebut diharapkan penelitian ini t;erguna untuk:
¢) Memberi kontribusi ilniu dan informasi terhadap khazanah ilmu
pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara;
d) Menjadi salah satu referensi bagi kajian ilmu pengetahuan,
terutama kajian ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara;
¢) Menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat
melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam

penelitian 1ni.

D. Telaah Pustaka
Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah
ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tentang tema
yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, penelitian dan tulisan-tulisan
tersebut belum memfokuskan kajiannya pada permasalahan perbedaan
kekuasaan kehakiman dalam tinjauan hukum tata negara Indonesia dan hukum

tata negara Islam. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Komisi



Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam”* Dalam penelitian ini, Zulkifli
menuliskan tentang tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial yang berhak
melakukan pengangkatan dan pengawasan terhadap hakim, serta bagaimana

‘'sistem ketatanegaraan Islam mengatur hal yang sama.

Selain itu, buku berudul Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu
Pencarian) yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.CLL. juga
membahas tentang kekuasaan kehakiman. Buku ini 1:1erupakan suatq
kompilasi yang terdiri dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman. Tulisan-tulisan tersebut sebelumnya telah dimuat dalam buku
Politik dan Teori Konstitusi. Buku karya mantan Staf Menteri Kehakiman RI
pada tahun 1974-1976 ini berisi tentang penegakan hukum dan peradilan,
kebijakan dan strategi penegakan sistem peradilan, penegakan hukum yang
profesional dan bermartabat, bagaimana mewujudkan peradilan vang bersih
dan bermartabat melalui good governance, membangun kepastian hukum yang
benar dan adil, sistem satu atap kekuasaan kehakiman, pembaharuan birokrasi,
dan masih banyak hal lain yang semuanya merupakan kompilasi dari tulisan-
tulisan lama vang telah dikoreksi ulang tanpa mengubah tema, sistematik, dan

maksud penulisan awal.’

Kemudian buku berjudul Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan
Kehakiman Di Indonesia vang ditulis oleh Bambang Sutiyoso dan Sn Hastuti

Puspitasari. Dalam buku ini ditulis tentang konsep Negara hukum dan keadaan

¢ Zulkifli, “Komisi Yudisial Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2003), tt, him. 35.

7 Bagir Manan, Sistem Peradilan ..., hlm_ V.



kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang meliputi asas-asas umum dan
kemandirian kekuasaan kehakiman, tugas hakim dan penemuan hukum,
organisasi penyelenggara kekuasaan kehélkiman, reformasi hukum dan politik
hukum kekuasaan kehakiman‘ di Indonesia. Serta dibahas pula mengenai
pengujian peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya adalah buku Prakeik Judicial Review di Indonesia: Sebuah
Pengantar, vang ditulis oleh Siti Fatimah. Dalam buku int d;bahas mengenai
keadaan, urgensi serta pelaksanaan ;_Iua’icial Review dibeberapa negara seperti
Perancis, Jepang, dan Amernka, termasuk di Indonesia. Di dalamnya juga
dibahas mengenai wewenang dan kekuasaan lembaga yudikatif sebagai
pelaksana praktik pengujian perundang-undangan atau hak uji materiil, yaitu
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian tulisan Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul
Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review yang pada dasarnya juga
membahas hal yang sama. Akan tetapi, dalam buku ini juga sedikit disinggung
tentang keadaan kekuasaan kehakiman dalam ketatanegaraan Islam. )

| Satu buku yang juga menyajikan materi peradilan adalah mlis;ln milik
Imam al-Mawardi berjudul 4/-Ahkam al-Sulthoniyah wa al-Wilayatu ad-Din
yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Tata
Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran [slam oleh Abdul Hayyie al-
Kattani dan Kamaluddin Nurdin. Maten yang disajikannya adalah segala hal

yang berhubungan dengan ketatanegaraan menurut aturan-aturan yang ada



dalam Islam, termasuk di dalamnya mengenai sistem peradilan dalam Islam

atau yang dalam penelitian ini disebut dengan kekuasaan kehakiman.

E. Kerangka Teoretik
1. Teon Negara Hukum (Aristoteles)

Ide awal tentang negara hukum adalah pendapat Plato yang
mengemukakan konsep nomoi yang dapat dikatakan seb:;gai cikal bakal
pemikiran tentang negara huku‘m.8 Berkaitan dengan pendapat Pla£o
tersebut, Aristoteles mengaitkannya dengan konsep negara dalam arti
polis. Baginya, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia,
melainkan pikiran yang adil dan keksusilaan. Ide negara hukumnya sangat
berkaitan erat dengan keadilan.’ Bahkan suatu negara dapat disebut
sebagai negara hukum hanya apabila keadilan telah tercapai. Konstruksi
pemikiran seperti im1 mengarah kepéda pemikiran teori-teori ethis, karena
dalam bukunya L.J. van Apeldoorn yang berjudul Pengantar limu Hukum,

ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil."’

® SF. Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta, UII Press, 2001), cet. ke-1, him. 1.

® Siti fatimah, Praktek Judicial ..., him. 23-28.

10 SF. Mrbun dkk, Dimensi-Dimensi ..., him. 2.



Secara garis besar, konsep Negara hukum di dunia terbagi menjadi
tiga, yaitu rechtstaat, the rule of law, dan Negara hukum Islam. Menurut.
Friedrich Julius Stahl ciri-ciri Negara fnlr pechisiinr autidadi !

a) Adanya undang-undang dasar/konstitusi yang mengatur hubungan
antara penguasa dan rakvat (wer matigheid van het bertuur)

b) Adanya pemisahan kekuasaan (scheiding van machten)

¢) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (grondrechten)

Akan tetapi, menurut SF. Marbuh, F J. Stahl juga mensyal;atkan adanya

peradilan administrasi (administratife rechtspraak) bagi negara hukum.'?

Sedangkan ciri negara hukum tAe rule of law, menurut Albert Venn

Dicey yaitu:
a) Adanya supremasi hukum (supremacy of law)
b) Persamaan di depan hukum (equality before the law)
c) Konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (constitution
based on human rights)

Menurut M. Tahir Azhari dalam bukunya Bambang Sutiyoso yang
berjudul Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di
Indonesia, konsep negara hukum Islam disebut dengan Nomokrasi Islam.

Yaitu konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-

"' Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi &Judicial Review, cet. ke-1 (Yogyakarta,
UII Press, 2005), him. 6-7.

12 GF. Marbun dkk, Dimensi-Dimensi ..., hlm. 7.
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negara Islam, yang sumber hukum utamanya adalah al-Qur’an dan as-
Sunnah, "’ Misalnya Republik Arab Mesir.

2. Teorn Pembagian Kekuasaan (John L;)cke & Montesquieu)
John Locke (1632-1704)

Menurut filsuf asal Inggris ini hak-hak politik seseorang mencakup
hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki atau hak milik '
Dalam bukunya yang berjudul 7wo Treaties of Goverm;zent, John Locke
menawarkan bahwa kekuasaaﬁ di dalam Négam dibagi kepada organ-
organ Negara yang berbeda agar pemerintah tidak sewenang-wenang
dalam menjalankan fungsinya. Ja membagi kekuasaan tersebut ke dalam
tiga macam kekuasaan, yaitu:"

d) Legislatif
Bertugas membuat undang-undang
e) Eksekutif
Bertugas melaksanakan undang-undang
f) Federatif
Bertugas melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain,
menentukan perang, perdamaian, liga dan aliansi antarnegara, dan

segala transaksi dengan negara lain.'®

'3 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 4spek-Aspek Perkembangan Kekuasaan
Kehakiman Di Indonesia, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), him. 2.

' Ibid him 27
1* Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek ..., him. 18.

16 A. Ahsin Tohari, Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, cet. ke-1 (Jakarta:
ELSAM, 2004), him. 44-45.
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Menurutnya, kekuasaan negara harus dibatasi dengan mencegah
adanya sentralisasi kekuasaan oleh satu lemBaga, yaitu dengan cara
memisahkan kekuasaan politik ke daiam tiga poros seperti ‘tersebut di
atas.'” Dengan adanya pembatasan kekuasaan, para pemegang kekuasaan
tidak dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan mudah karena adanya
serangkaian mekanisme kontrol yang harus dilaluinya. Pembatasan
kekuasaan tersebut juga dimaksudkan untuk menjamin ?lak-hak warga
negara.'® b
Montesquieu (1689-1755)

Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke
kemudian dikembangkan oleh Montesquieu menjadi kekuasaan legislatif,
kekuasaan ek§CMﬁﬂ dan kekuasaan yudikatif. la sangat menekankan pada
kekuasaan yudikatif, karena menurutnya pada poros inilah diharapkan
dapat dijamin hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan individu.

Prinsip yang harus dipegang dari ajaran Trias Politika adalah
dalam sebuah negara hukum kekuasaan yudikatif harus bebas dari campur
tangan pihak manapun, termasuk dan badan-badan yang memegang
kekuasaan ecksekutif. Dengan demikian, kekuasaan yudikatif atau
kekuasaan kehakiman benar-benar dapat berfungsi sesuai tujuan
didirikannya, yaitu menegakan hukum dan keadilan serta melindungi hak-

hak asasi manusia.

7 Ibid., hlm. 44.

% Ibid., him. 45.
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3. Teori Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Independent Judicary)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori Tias Politikanya

Montesquien, pada sebuah negara hukum kekuasaan yudikatif atau

kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak manapun di

luar kekuasaan kehakiman. Gagasan mengenai independensi kekuasaan

kehakiman ini merupakan gagasan yang telah diakui secara global dan

L4
universal, baik intermasional maupun regional, sebagai bagian dan hak

asasi manusia (HAM), bahkan sejak kemunculan pertamanya. Ketentuan

mengenai  kekuasaan kehakiman tersebut tertuang dalam beberapa

peraturan-peraturan yang bersifat internasional, yaitu:'’

a

Universal Declration of Human Rights (Deklarasi Umum tentang Hak-
Hak Asasi Manusia)

International Covenant on Civil and Political Rigts (Konvinan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Sosial)

Basic Principles on The Independence of The Judicary (Prinsip-
Prinsip Dasar tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman)

Vienna Declaration and Programme of Action (Deklarasi Vienna dan
program untuk Aksi)

Universal Declaration on The Independeces of Justice (Deklarasi

Umum tentang Kemerdekaan Peradilan)

9 A. Ahsin Tohari, Komisi Yudisial ..., him. 53-63.
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. International Bar Association Code of Minimum Standars of Judicial
Independence (Kode Standar Minimum Asosiasi Pengacara
Internasional tentang Independer;si Peradilan)

g. The Cairo Deklaration on Human Rights in Islam (Deklarasi Kairo
tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam)

4. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah kebaikan (maslal:ah) yang tidak
disinggu.ng—singgung syara;, untuk mengerjakannya atau
meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawas manfaat
atau menghindari keburukan®® Atau dalam Kamus Standar Hukum Islam
diartikan sebagai segala kebaikan di luar ketetapan dalil syari’at yang
dapat membawa kesejahteraan kaum muslimin yang kemudian diakui
sebagai ketetapan hukum.?’

Sementara Imam al-Ghazali dari madzhab Syafi’iyah berpendapat
bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan
dalam rangka memelihara tujuan syara’.”’ Menurutnya, maslahat harus
sejalan dengan tujuan syara’, bukan tujuan manusia yang biasanya hanya
berdasarkan hawa nafsu.” Tujuan syara’ yang dimaksud olehnya adalah

memelithara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan Imam

0 A. Hanafi, Usul Figh, cet. ke-2 (Djakarta: Widjaya Djakarta, 1963), him. 147.

! Hussein Khalid Bahreisj, Kamus Standar Hukum Islam, cet. ke-1 (Surabaya: PT Tiga
Dua, 1997), hlm. 149.

22 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-1 jilid 4 (Jakarta: PT. Ichtiar
Baru van Hoeve, 1997), him. 1143.

B Ibid., hlm., 1144.
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asy-Syatibi dani madzhab Maliki berpendapat bahwa kemasla.hatan dunia
dan akhirat adalah sama, yaitu jika dilakukan untuk memelihara lima
aspek tujuan syara’ tersebut.* ’

Dalam berbagai referensi disebukan bahwa maslahah nursalah

sama dengan istislah, yaitu:

Blel e o sli g laal ¥ 5 lead gl dadl 5 b aSall oy 50
«
\‘o:..n ‘5‘ ;LL»‘)A* l

Berdasakan keberadaannya yang tidak didukung ataupun ditolak
oleh syara’, maslahah ini dibagi dua menjadi macam, yaitu:
a) Maslahah al-Garibah
Yaitu tidak ada dukungan syara’ sama sekali, baik secara rici
maupun secara umum.
b) Maslahah al-Mursalah
Yaitu tidak didukung oleh dalil syara’ yang rinci, tetapi didukung
oleh makna sejumlah nas. Maslahah inilah yang menjadi dasar teori
dalam penelitian ini. Pada al-Qur’an ataupun sumber dalil syara’
lainnya tidak disebutkan secara eksplisit 4_‘mengena1' kekuasaan
kehakiman. Akan tetapi, dalam sejumlah dalil syara’ disebutkan
aturan-aturan mengenai cara dan etika dalam menangani persoalan-

persoalan hukum. Ibnu 'Aqil berpendapat:

24 Ibid.

*% Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, Pengantar Imu Figh Usul Figh I, cet.
ke-2 (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), him. 116.
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Menurut madzhab Hanafi, untuk menjadikan maslahah mursalah
sebagai dalil, disyaratkan bahwa masiahah mursalah tersebut harus
berpengaruh pada hukum. Artinya terdapat ayat, hadis, atau 1yma’
ulama yang menunjukan bahwa sifat kemaslahatan tersebut merupakan

‘fllat dalam penetapan suatu hukum dan jenisnya pun sama dengan

Jjenis yang didukung oleh nas.

F. Metode Penelitian
Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka
disusun metode’’ penelitian sebagai Jalan penunjuk vang akan mengarahkan

jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam

* TM. Hasbi Ash-Shiddiqiy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, cet. ke-1
(Semarang: PT. pustaka Rizki Putra, 1997), him. 306.

" Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut
masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasara ilmu yang
bersangkutan. '
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rangka usaha mencan data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu
masalah yang ada dalam skripsi ini,”® yaitu sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian '

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya, penelitian ini
termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Data-data yang
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini sudah tertulis atau diolah oleh
orang lain atau oleh suatu lembaga? Dengan kat; lain data yang
digunakan sudah jadi, dan dﬂam Bukunya Arianto Adi ylang berjudul
Metode Penelitian Sosial dan Hukum® data seperti ini disebut data
sekunder, yaitu segala data dalam bentuk tulisan (surat-surat, buku-buku,
undang-undang, catatan harian, laporan, dan sebagainya), monumen, foto,
tape, dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat a’es-kr'Jr'ptif-komparra:‘if.3 ! Yaitu dengan cara
memberikan gambaran tentang sistem kekuasaan kehakiman yang
dijalankan di Indonesia berdasarkan hukum tata Negara Indonesia dan di
negara-negara yang menganut hukum tata Negara Islam, kemudian

mengkomparasikan keduanya dalam wilayah hukum tata Negara.

2 Arianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 61.
? Ibid,.

* Ibid,.
31 Deskriptif artinya menggambarkan menurut apa adanya tentang suatu individu,
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Komparatif artinya bersifat perbandingan, yaitu
menganalisis dua obyek penelitian umtuk menemukan persamaan dan perbedaannya.
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Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif sosio-historis. Pendekatan yuridis karena dalam
penyusunan penelitian ini banyak menggunakan undang-undang dan
peraturan tertulis lainnya sebagai sumber rujukan primer. Pendekatan
normatif karena dalam penelitian ini juga menggunakan dalil-dalil dalam

al-qur'an, as-sunnah, dan pendapat para ulama. Sedangkhn pendekatan

sosio-historis karena penelitian ini juga mengkaji tentang sejarah dan

perkembangan kekuasaan kehakiman.
Teknik Pengumpuian Data

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penyusun melakukan
kegiatan pengumpulan data dengan pencarian dan penelitian dokumen atau
bahan pustaka, atau yang biasa disebut dengan kegiatan studi dokumen >
Adapun yang menjadi sumber rujukan primer adalah peraturan perundang-
undangan, tulisan-tulisan tentang kekuasaan kehakiman dan Hukum Tata
Negara, al-Qur’an, as-Sunnah (al-Hadis), dan karya ilmiah. Sedangkan
menurut feori, metode pengumpulan data normatif biasanya hanya
merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber-sumber data
sckunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan,
keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari

para sarjana terkenal dan ahli hukum** Akan tetapi, dalam penelitian ini

32 Arianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 61.

¥ Ibid him. 92.
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juga merujuk pada penelitian sebelumnya, buku-buku terkait, kamus
hukum, kamus ilmiah popular, internet, serta sumber;sumber rujukan lain
yang dapat dijadikan sebagai rujukan d;ilam penyusunan penelitian ini.
5. Analisa Data
Dalam menganalisa dan mengolah data-data atau bahan hukum
yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif (analisis
normatif-kualitatif).”* Penelitian hukum normatif yang diéunakan dalam
penyusunan skﬁpsi ini berupa invéntari;sasi hukum positif. Pada umumnya
kegiatan inventarisasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan suatu
hukum positif.
Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data-data hasil
penelitian adalah:
a) Deduktif
Yaitu menarik kesimpulan dari beillaR EP bk kimsus >
Artinya data-data yang berasal dan kaidah-kaidah atau peraturan-
peraturan umum, baik yang terdapat di dalam al-Qur'an, as-
Sunnah, dan ijma' para ulama maupun yang tertuang di dalam

peraturan-peraturan perundang-uhdangan.

3 Ibid.

3% Pius Abdillah P. dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus limiah Populer Lengkap, (Surabaya:
Arkols, tt), him. 82.
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b) Komparatif
Yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil
perbandingan antara perspektif hukum- tata Negara Indonesia

dengan hukum tata Negara Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka penyusunan laporan, untuk m;maparkan dan
menjelaskan hasil penelitian; penyﬁsun membagi skripsi ini ke dalam enam
bab. Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini penyusun menguraikan tentang
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan, yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini.

Pada bab kedua, penyusun menguraikan tentang sistem kekuasaan
kehakiman dalam hukum tata Negara Indonesia, yang meliputi sejarah
kelahiran dan perkembangan kekuasaan kehakiman, dasar hukum dan prinsip-
prinsip kekuasaan kehakiman, kedudukannya dalam hukum tata negara
Indonesia, serta penyelenggara kekuasaan kéhakiman.

Pada bab keriga, penyusun mengkaji sistem kekuasaan kebakiman
dalam hukum tata negara Islam, yang meliputi sejarah kelahiran dan

- perkembangan kekusaan kehakiman, dasar hukum dan prinsip-prinsipnya,
kedudukannya dalam hukum tata negara Islam, serta pelaksana kekuasaan

kehakiman.
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Bab keempar berisi analisis mengenai siizm kekuasaan kehakimaI‘l
dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dar nukum tata negara Islam,
vang meliputi fungsi dan distribusi we\;venang «=baga-lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman, serta penerapan system kex..zsaan kehakiman.

Bab kelima merupakan bab penutup yang w=1din atas kesimpulan dan

pemaran-pemaparan sebelumnya dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah diadakan penelitian pustaka mengenai kekuasaan kehakiman
dalam perspektif hukum tata Negara Indonesia dan hukum tata Negara Islam
ini, penyusun menyimpulkah:
1. Fungsi dan pendistribudsian wewenang

a. Kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata Negara Indonesia
melaksanakan fungsi peradilan atau fungsi- 1 yang berkenaan
dengan kekuasaan kehakiman. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam
perspektif hukum tata Negara Islam selain melaksanakan fungsi
peradilan, berdasarkan teori tata Negara klasik, juga melaksanakan
fungsi lain seperti fungsi administrasi Negara (seperti pencatatan
inventaris negara), fungsi badan pemeriksa keuangan Negara, dan
sebagainya.

b. Pgndistribusian wewenang pada hukum tata Negara Indonesia terbagi-
bagi kedalam beberapa kelompok lembaga yang mempunyai
wewenang masing-masing, sedangkan lembaga-lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman pada hukum tata Negara Islam lebih terpusat di
bawah kekuasaan khal'ifah. Artinya, hampir seluruh aspek kehidupan

berada dibawah kekuasaan kehakiman.
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2. Antara kekuasaan kehakiman dalam perspektif Hukum Tata Negara

Indonesia dan kekuasaan kehakiman dalam perspektif Hukum Tata Negara
Islam terdapat perbedaan fungsi dan wewenang, vaitu yang paling
menonjol adalah fungsi lembaga peradilan sebagai pencatat pembukuan
atau administrasi Negara dalam Hukum Tata Negara Islam, yang dalam

Hukum Tata Negara Indonesia menjadi wewenang lembaga lain.

B. Saran-Saran

Sebagai hasil pemikiran penyusun setelah mengadakan penelitian ini,

terdapat beberapa masukan atau saran yaitu:

L.

masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai system hokum dan
kedudukan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Negara-negara
mﬁslim pada masa sekarang.

masih perlu diperbanyak lagi koleksi buku, baik di perpustakaan Fakuitas
Syari'ah maupun di perpustakaan utftum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
mengenai peradilan dan quua_saan kehakin;an beserta penerapannya di
Negarg-negara muslim saat ini

bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menjadikan kekurangan-
kekurangan yang ada pada penelitian ini sebagai pelajaran dan masukan
agar penelitian yang dihasilkan dapat lebih memuaékan dan memenuhi

standar penelitian yang baik.
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Lampiran {

TERJEMAHAN

BAB

HAL

Terjemahan

14

25

Menetapkan hukum suatu masalah yang tak ada nasnya
atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan berdasarkan pada
kemaslahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan
atau pun dilarang).

14

26

Siyasah itu adalah suatu perbuatan (tindakan) yang dengan
perbuatan 1tu masyarakat menjadi lebih dekat kepada
Kcbaikan dan lebih jauh dari kejahatan, walaupun tidak
ditetapkannya oleh rasul dan tidak pula turun wahyu
mengenainya.

m

Dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi atas
seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-
Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan
petunjuk.

m

69

14

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan Hidayah (Allah),
maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan)
dirinya sendiri. Dan seseoarang yang berosa tidak dapat
memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab
sebelum Kami mengutus seorang rasul.

m

69

15

Sesungguhnya syari'at itu fondasi (dasar) dan asasnya
aialah hikmah dan kemaslahatan bagi para hamba, baik
bagi kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat.

1

69

16

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adl itu
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

m

70

17

Sesungguhnya Allah Menyuruhmu kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (Meyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah Memberni Pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat.

4

70

18

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan,
dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap
mereka. Maka beri peringatanlah dengan al-Qur'an kepada
orang vang takut kepada ancaman-Ku.

111

70

19

Manusia itu adalah umat vang satu. (setelah timbul




f perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi sebagai

pemben kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah
' Menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk
| memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang
' mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu
| melainkan orang yang telah didatangkan kepada mcreka
~kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-
keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka
sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang
beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka
perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selaiu
membern Petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada
Jalan yang lurus.

III

20

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan
(yanganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada
harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui.

I

21

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili
antara menusia dengan apa yang telah Allah wahyukan
kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang
khianat.

L

22

Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain
Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan
tidaklah  seorang  membuat dosa  melainkan
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan
seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Kemudian kepada Tuhan-mulah kamu kembali, dan akan
Diberitakan-Nya kepadamu apa yang kam perselisitikai."

111

Maka janganlah sekali-kali kamu menentukan hukum,
sehingga kamu mendengarkan ucapan pihak kedua,
sebagaimana kamu dengar dari pihak pertama. Yang
demikian itulah lebih sesuai bagimu, agar keputusan
hukum nanti menjadi jelas.

III

26

Dari Abi Hurairah ra. dia berkata: Rasulullah saw.
bersabda: "Perdamaian antara umat Islam itu boleh,
kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram,
atau mengharamkan perkara halal” Sulaiman bin Dawud
al-Mahri menambah: Dan Rasulullah saw bersabda: "Umat
Islam, tetapi berjalan di atas perjanjian mercka \yang
diperboleiikan agama)”

p—i
[enad]
[t

~J
[\

Dan jka ada dua golongan dari orang-orang mukmin
berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah

I




satu dart kedua golongan 1tu berbuat aniaya terhadap
golongan yang lain, maka perangilah golongan vyang
berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada
Perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada
Perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya
dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah
menvukai orang-orang yang berlaku adil.

m

2

29

Dari Abdullah bin Rafi’, Maula Ummi Salamah, dari
Ummi Salamah ra. dia berkata: Ada dua orang laki-laki
menghadap nabi saw. mengadukan perkara harta warisan
mereka berdua. Mereka berdua tidak mempunyai bukti,
hanya tuduhan saja. Maka nabi saw. bersabda: disebutkan
seperti hadis di atas, menangislah kedua orang itu, dan
masing-masing berkata: "Hakku adalah untukmu" Maka
nabi saw. bersabda kepada mereka berdua: "Kalau begitu,
sesuai dengan tindakan kalian berdua itu, maka bagilah
oleh kalian berdua, dan berlaku adillah. Kemudian
berundilah, lau halalkanlah oleh kalian berdua.”

m

73

30

Dari Harist bin Amr bin Akhi Mughirah bin Syu'bati, dari
beberapa orang penduduk Homs, dari sahabat-sahabat
Mu'adz ra. bahwa rasulullah saw. sewaktu hendak
mengutus Muadz ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana
cara kamu memutuskan hukum apabila ada perkara hukum
datang kepadamu?" Jawab Mu'adz: "Saya putuskan
dengan Kitabullah" Tanya beliau: "Jika belum kamu
dapatka dalam Kitabullah?" Jawab Mu'adz: "Dengan
sunnah rasulullah saw.” Tanya beliau: "Jika kamu belum
dapatkan dalam sunnah rasulullah saw, dan tidak pula
dalamKitabullah?" Jawab Mu'adz: "Saya berijtihad dengan
rasio saya, dan saya tidak bersambalewa.” Maka rasulullah
saw. menepuk dadanya dan mengucapkan: "Segala puji
bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusai rasululiai
saw. kepada sesuatu yang disenangi rasulullah saw."

i

74

31

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan
membawa  kebenaran, membenarkan apa  yang
sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap terhadap kitab-kitab
yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut
apa yang Allah turunkan dan janganlaj kamu mengikuti
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang
telah datang kepadamu.

111

78

36

HAI Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu
khalifah (penguasa) di Bumi, maka berilah keputusan
(perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan
kamu dari jalan Allah.

I




v

86

Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu
menerangkan kepada umat manusia apa yang telah
diturunkan kepada mereka dan supaya mereka
memikirkan.

v

88

Sesungguhnya syari'ah itu fondasi (dasar) dan asasnya
ialah hikmah dan kemaslahatan bagi para hamba, baik
dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat.

v

o
o)

(@)

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami
dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami
turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan)
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami
ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat
dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui
siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya
padahal Allah tidak dilihatnya.

v

89

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku
adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu
karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari
negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.

v

89

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil
diantara isteri-isterilmu), walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu
biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari
kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.

v

89

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kauin,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

v

12

Tasharruf imam terhadap rakyat harus dihubungkan
dengan kemaslahatan.

v

95

16

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran
berubahnya masa.

v




Lampiran 11
BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AL-MAWARDI

Lahir di Basrah pada 364 H/975 M. nama lengkapnya adalah Abu
Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia adalah seorang ahli fikih
mazhab Syafi'iyah, ahli hadis, dan politikus muslim (pemikir politik Islam). Ia
belajar fikih dari seorang yang terkenal dari Basrah, yaitu Syekh asy-Syaimiri
dan Syekh Abu Hamid (keduanya adalah ahli hokum Islam). [lmu fikih yang
sangat ia senangi adalah fikih siyasi (tata Negara dan pemerintahan Islam).
Oleh karena itulah, ketika besar ia menjadi seorang hakim (381H/991 M-423
H/1031 M) pada masa pemerintahan Abbasiyah. Karirnya meningkat setelah
1a kembali ke Baghdad dan menjadi hakim agung (qadhi al-qudhat), penasihat
raja (khalifah) di bidang agama (hokum Islam) dan pemerintahan.

Karya-karya yang telah dihasilkannya dalam bidang politik Islam

adalah al-Ahkam as-Sulthaniyyah (Peraturan-Peraturan
Pemerintahan/Kerajaan), Siyasah al-Muluk (Strategi Kepemimpinan
Raja/Pemimpin), Qawanin al-Wizarah (Ketenuan-Ketentuan

Kewaziran/Kementerian), Adab ad-Dunya wa ad-Din, (Tata Krama
Kehidupan Politik/Duniawi dan Agamawi), al-Hawi (Yang Terhimpun), dan
al-Igna. Dari keenam karya tersebut, baru dua karya yang sudah dicetak dan
beredar di Indonesia, yaitu al-4hkam as-Sulthaniyyah dan Adab Dunya wa ad-
Din.

2. IMAM ABU DAUD

Lahir di Kota Azd, daerah Sijistan, pada 202 H. Nama lengkap baliau
adalah Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad
bin Amr bin Imran al-Azdi as-Sijistani.

Beliau berkelana ke banyak negeri untuk menghimpun, menyusun, dan
mendengarkan hadis-hadis ke Khurasan, Irak, al-Jazirah (Arabia), dan Mesir.
Beliau juga tekun belajar kepada ahli hadis dan hafidz hamper di semua
Negara Islagx yang terkenal pada saat itu, yaitu tidak kurang dan 49 guru.
Kemudian beliau mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya yang hamper
seluruhnya menjadi ahli hadis dan fugaha. Diantaranya aadalah Imam Ahmad
bin Hanbal asy-Syaibani, dan Muhammad bin Surah bin Musa bin Dhahhak
as-Salmi at-Tirmidzi (penyusun kitab Sunan at-Tirmidzi).

Beliau wafat pada bulan Syawal 275 H/889 M di Basrah.

3. T.M. HASBI ASH-SHIDDIiE Q1Y
Lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara, 10 Maret 11904. semasa
huidupnya, beliau telah menghasilkan 72 judul buku dan 32 artikei di bidang
tafsir, hadis, fikih, dan pedoman ibadah umum. Dalam perjalanan karirnya
pemah memperoleh dua gelar Doktor Hoboris Causa karena jasa-jasanya
terhadap perkembangan iimu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu
diantaranya diperoleh dari- Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada 22



Maret 19975, dan yang lain diperoleh dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 29 Oktober 1975.

. NURCHOLIS MADJID

Lahit di Jombang (Jawa Timur) pada 17 Maret 1939. menempuh
pendidikan di KMI Pesantren Gontor, Ponorogo (1960), IAIN Jakarta Fakuiias
Sastra dan Kebudayaan (1968), dan mendapat gelar Doktor di Universitas
Chikago, AS (1984) dengan judul disertasi /bnu laymiyya on Kaiam and
Falasifa.

Organisasi dan pengalaman berkari yang pernah diikuti adalah: Ketua
Umum HMI Periode (1966-1971), Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia
Tenggara (1967-1969), Wakil Sekjen IIFSO (International Islamic Federation
of Students Organisation), pemimipin Umum Majalah Mimbar Jakarta (1971-
9174), Direktur LSIK Jakarta (1973-1976), Fellow dalam Eisenhoverr
Fellowship (1990), Ahli Peneliti Utama (APU) LIPI (1999), Ketua dan Pendin
Yayasan Wakaf PARAMADINA, Rektor Universitas Paramadina Mulya,
Anggota Komnas HAM RI, dan dikukuhkan sebagai Profesor dan Guru Besar
IAN Jakarta (1998).

Karyakarya yang pernah ditulisnya diantaranya Khazanah Intelektual
Islam; Isiam Kemodernan dan Keindonesiaan; [slam Doktrin dan Perdaban
Sebuah Telaah Kritis tantang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan
Kemodernan; Islam Kerakyatan dan Keindnesiaan; Pintu-Pintu Menuju
Tuhan; Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam
Indneisa; Masyarakat Religius; Perjalanan Religius Umrah dan Haji; Bilik-
Bilik Pesantren; Diallog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana
Sistem Sosial Politik Kontemporer; Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi;
The Issue of Modernization among Muslims in Indonesia: From a
Farticipant's Points of View (dalam Gloria Davies [ed.]); What is Modern
Indonesia Culture? (Athens, Ohio, University of Ohio Southest Asia Studies,
1979; dan lain-lain.)

. MUNAWIR SJADZALI

Beljau adalah Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan IV (1983-
1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Beliau lahir di Klaten, 7
November 1925. Dalam karimya, beliau pernah menjalankan tugas di
Washington DC (1956-1959), Kolombo (1963-1968), sebagai Minister atau
Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di London (1971-1974), serta
sebagai Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Perserikatan
Keamiran Arab (1976-1980). Di dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai
Kepala Bagian Amerika Utara (1959-1963), Kepala Biro Tata Usaha
Pimpinan Deplu (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf
Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar
Negeri sejak 1980.

Baliau menempuh pendidikan di University of Exeter, Inggris (1953-
1954), Goergetown University (Washington DC, AS.), dan memperoleh gelar



M.A. dengan judul tesis /ndonesia’s Muslim Parties and Their Political
Concep pada tahun 1959.

Makalah yang pernah disampaikan di forum internasional antara lain:
Syari'ah: A Dynamic Legal System yang disampaikan pada Seminar on
Shari'ah and Codification di Kolombo pada tahun 1985, dan The Role of the
Muslim Religious Leaders (Ulama) In The Solution of The Population
Problems-Indonesian Experience di Kairo pada tahun 1987. selain itu, beliau
juga sebagai staf pengajar di Pasca Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta.

VII



Lampiran IH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG ~
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka
yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di
bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan;

b. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu
dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Mengungat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

" Pasal 1
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
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Pasal 2
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3
(1) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah
peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.

Pasal 4

(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA".

(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

(3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaxmana
dimaksud pada ayat (3) dipidana.

Pasal 5
(1) Pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang.
(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.

Pasal 6

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada
yang ditentukan oleh undang-undang.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena
alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7
Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis olehang sah dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau
dibadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada



putusan pengadilan yang mnyatakan kesalahannya dan telah memperoieh
kekuatan hokum tetap.
Pasal 9

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau Karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hokum yang diterapkannya, berhak berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi.

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan pembuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipidana.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan
pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

BAB I
BADAN PERADILAN DAN ASASNYA

Pasal 10
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mhkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan
peradilan dalam lingkkungan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

Pasal 11

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat
lingkungan peradilan sebagaimana dumaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:

a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang; dan

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

3) Pemyataat; tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil
pengujian sebagaomana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik
dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung
kepada Mahkamah Agung.

(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan
dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-
undang.

Pasal 12
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a. mengyji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun
1945;

¢. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hokum berupa penghianatan terhadap WNegara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

: Pasal 13

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah
Agung.

(2) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah
kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

(3) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan
masing-masing.

Pasal 14
Susunan, kekuasaan, dan hukuman acara Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur
dalam undang-undang.

Pasal 15

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-
undang.

(2) Peradilan {yariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Pasal 16
(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan menmutus
suatu perkara vang diajukan dengan dalih bahwa hokum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha
" penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.



Pasal 17

(1) Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurag-
kurangnya 3 (tiga) orang hakim, keuali undang-undang menentukan lain.

(2) Diantara hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seorang bertindak
sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.

(3) Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan
pekerjaan panitera.

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali
undang-undang menentuan lain.

Pasal 18
(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan
hadimya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
(2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah
selesai, putusan daapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 19 :

(1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-
undang menentukan kain.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan putusan batal demi hokum.

(3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.

(4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

(5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat,
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

(6) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 20
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hokum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 21

(1) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding
kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain.

(2) Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yang idak merupakan
pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dan segala tuntutan hokum,
dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 22
Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain. ,
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Pasal 23
(1) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap,
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan
dalam undang-undang.
(2) Terhadap putusan peninjauan kembali dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 24
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk
lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, dperiksa dan diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan
tertentu menurut keputusan Ketua mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa
dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 25

(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hokum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus
dan panitera yang ikut serta bersidang.

(3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan
siding ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan penitera siding.

Pasal 26
Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi
bantuan yang diminta.

BAB III
HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 27
Mahkamah Agung dapat memberi keterangan pertimbangan, dan nasihat
masalah hokim kepada lembaga Negara dan lembaga pemerintaha apabila
diminta.

BAB IV
HAKIM DAN KEWAJIBANNYA

Pasal 28
(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
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Pasal 29

(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili
perkaranya.

(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang
didili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap
seorang hakim yang mengadili perkaranya.

(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat
hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan
suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim
anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri
dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai
dengan pihak yang diadili atau advokat.

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan
apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan
perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas
permintaan pihak yang berperkara.

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan
dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan
dikenakan sanksi administrative atau dipidana berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru
sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya.

(2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
Sumpah:
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim
dengan sehaik-haiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada
nusa dan bangsa."
Janji:
"saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi
kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
berbakti kepada nusa dan bangsa.”

(3) Lafal sumpah atau janji panitera, paitera pengganti, atau juru sita adalah
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
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BAB YV
KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN

Pasal 31
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur
dalam undang-undang.

Pasal 32
Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur,
adil, proesional, dan berpengalaman di bidang hakim.

Pasal 33
Dalam manjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga
kemandirian peradilan.

Pasal 34

(1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung
dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dalam undang-undang.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian
hakim diatur dalam undang-undang.

(3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur
dalam undang-undang.

Pasal 33
Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang
pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-
undang.

BAB Vi
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 36

¢)) Pelaksanaa?l putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan
undang-undang.

(3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh
panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

(4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memeprthatikan nilai kemanusiaan
dan keadilan.



BAB YV
KEDUDUKAN HAKIM DAN PEJABAT PERADILAN

Pasal 31
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur
dalam undang-undang.

Pasal 32
Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur,
adil, proesional, dan berpengalaman di bidang hakim.

Pasal 33
Dalam manjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga
kemandinan peradilan.

Pasal 34

(1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung
dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dalam undang-undang.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian
hakim diatur dalam undang-undang. _

(3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur
dalam undang-undang.

. Pasal 353
Panitera, panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang
pengangkatan dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-
undang.

BAB Vi
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

% Pasal 36

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan
undang-undang.

(3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh
panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

(4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memeprthatikan nilai kemanusiaan
dan keadilan. '



BAB VII
BANTUAN HUKUM

Pasal 37
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hokum.

Pasal 38
Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penagkapan
dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 39
Dalam memberi bantuan hokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hokum
dan keadilan.

Pasal 40
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam undang-
undang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 41
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
meliputi Kepolisian Negara Republic Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia,
dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
(1) Pengalihan organisasi, administrai, dan financial dalam lingkungan peradilan
umum dap peradilan tata usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat 31
Maret 2004.
(2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan financial dalam lingkungan peradilan
agama dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.
(3) Pengalihan organisasi, administrasi, dan financial dalam lingkungan peradilan
militer selesai paling lambat 30 Juni 2004.
(4) Pengalihan organisasi, administrasi, dan financial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan presiden.
(5) Keputusan pesiden sebagalmana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling -
lambat:
a. 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir;
b. 60 (enam puluh hari) sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (2) a\dan
ayat (3) berakhir.



Pasal 43
Sejak dialihkan organisasi, administrative, dan financial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1):

a.

semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha
Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, dan pengadilan tata usaha Negara, menjadi pegawai pada
Mahkamah Agung;

semua pegawai yang menduduki jabatan structural pada Direktorat Jenderal
Departemen Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan
pengadilan tata usaha negara, tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima
tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung;

semua aset milik/barang inventaris dilingkungan pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi serta pengadilan tata usaha Negara dan pengadilan tinggi
tata usaha Negara beralih ke Mahkamah Agung.

Pasal 44
Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan financial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2):

a.

semua pegawail Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama
menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Perasdilan Agama pada
Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pegawai pengadilan
tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung;

semua pegawai yang mendudukui jabatan structural pada Direkorat
Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

semua asset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan
tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Pasal 45
Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan financial sebagaimana

dimaksud dalgm Pasal 42 ayat (3):

a.

b.

pembinaan personel militer dari lingkungan peradilan militer dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer;
semua pegawai negen sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi
pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung.

- Pasal 46
Mahkamah Agung menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di

lingkungan Mahkamah Agung palmg lambat 12 (dua belas) bulan sejak undang-
undang im diundangkan.

Xvil



BAB X
"KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
kekuasaan kehakimanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum dibentuk yang baru bergasarkan undang-undang ini.

Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubaha
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879) dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 49
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januan 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNO PUTKRI
Diundangkan di jakana
Pada tanggal 15 Januan 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 8
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